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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Lalu Lintas 

  

1. Pengertian Tindak Pidana 

 

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang 

memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 

pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib 

hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
 18

 

 

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, 

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang 

melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan 

pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila 

pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan 

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan
19

 

 

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai 

berikut: 

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain 

kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku 

                                                 
18

 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Citra Adityta Bakti, 1996,  

   hlm. 16 
19

 Andi Hamzah,  Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001,  

   hlm. 22  



 

 

17 

III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran“ itu bukan 

hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan 

Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana 

di dalam perundang-undangan secara keseluruhan. 

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (formeel 

Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil 

adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu 

adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang 

pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan 

akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang 

itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana 

c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana 

sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). 

Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara 

lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja 

menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan 

sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat 

dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan 

matinya seseorang dan Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP. 

d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga 

disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan 

dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 

362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan 

menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak 
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pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya 

unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 

224,304 dan 552 KUHP.Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang 

pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak 

aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan 

dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak 

menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal
20

  

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri 

dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil 

dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja 

serta tindak pidana aktif dan pasif. 

 

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut: 

a. Kelakuan dan akibat ( = perbuatan ) 

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan  

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana 

d. Unsur melawan hukum yang objektif 

e. Unsur melawan hukum yang subyektif.
21

 

 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah 

perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan 

sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan 

pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya 

kepentingan umum. 

                                                 
20

 Ibid,  hlm. 25-27  
21

 Ibid, hlm. 29 
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2. Pengertian Tindak Pidana Lalu Lintas 

 

Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak 

disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang 

mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu 

lintas merupakan kejadian yang sangat sulit di prediksi kapan dan dimana terjadinya. 

Kecelakaan tidak hanya mengakibatkan trauma, cidera, ataupun kecacatan tetapi 

dapat mengakibatkan kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan 

cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan 

dari kendaraan
22

   

 

Berdasarkan defenisi tentang kecelakaan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan 

kejadian yang tidak disangka-sangka atau diduga dan tidak diinginkan disebabkan 

oleh kenderaan bermotor, terjadi di jalan raya, atau tempat terbuka yang dijadikan 

sebagai sarana lalu lintas seerta mengakibatkan kerusakan, luka-luka, kematian 

manusia dan kerugian harta benda. 

Karakteristik kecelakaan lalu lintas menurut jumlah kenderaan yang terlibat 

digolongkan menjadi: 

1) Kecelakaan tunggal, yaitu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kenderaan 

bermotor dan tidak melibatkan pemakai jalan lain, contohnya seperti menabrak 

pohon, kenderaan tergelcincir, dan terguling akibat ban pecah. 

                                                 
22

 C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya, Jakarta, Rineka  

    Cipta, 1995,  hlm. 35  
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2) Kecelakaan ganda, yaitu yaitu kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu 

kenderaan bermotor atau dengan pejalan kaki yang mengalami kecelakaan di 

waktu dan tempat yang bersamaan.
23

   

Karakteristik kecelakaan menurut jenis tabrakan dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut : 

1) Angle (RA), tabrakan antara kenderaan yang bergerak pada arah yang berbeda 

namun bukan dari arah yang berlawanan. 

2) Rear-End (RE), kenderaan yang menabrak kenderaan lain yang bergerak searah. 

3) Sideswipe (Ss), kenderaan yang bergerak yang menabrak kenderaan lain dari 

samping ketika kenderaan berjalan pada arah yang sama atau pada arah yang 

berlainan. 

4) Head-On (Ho), kenderaan yang bertabrakan dari arah yang berlawanan namun 

bukan Sideswipe, hal ini sering disebut masyarakat luas suatu tabrakan dengan 

istilah adu kambing. 

5) Backing, tabrakan yang terjadi pada saat kenderaan mundur dan menabrak 

kenderaan lain ataupun sesuatu yang mengakbiatkan kerugian.
 24

    

 

Dampak yang ditimbulkan akibat kecelakaan lalu lintas dapat menimpa sekaligus 

atau hanya beberapa hanya diantaranya. Berikut kondisi yang digunakan untuk 

mengklasifikasikan korban lalu lintas yaitu: 

1) Meninggal dunia adalah korban kecelakaan lalu lintas yang dipastikan 

meninggal dunia akibat kecelakaan laulintas dalam jangka paling lama 30 hari 

stelah kecelakaan tersebut. 

                                                 
23

  Ibid,  hlm. 36 
24

  Ibid,  hlm. 37  
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2) Luka berat adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya menderita cacat 

tetap atau harus dirawat di inap di rumah sakit dalam jangka lebih dari 30 hari 

sejak terjadi kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan cacat tetap jika sesuatu 

anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat 

pulih kembali untuk selama-lamanya (cacat permanen/seumur hidup). 

3) Luka ringan adalah korban yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan 

rawat inap atau harus diinap lebih dari 30 hari.
 25

    

 

Selanjutnya ketentuan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa perkara Kecelakaan Lalu Lintas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) diproses 

dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana lalu lintas dapat 

melakukan tindakan represif yaitu tindakan yang pada prinsipnya didasarkan para 

peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti KUHP, namun dalam hal 

tertentu tindakan represif tidak harus didasarkan pada peraturan perundang-

undangan dapat juga dibenarkan oleh Pengadilan.  

B. Tinjauan Umum Tentang Anak  

1. Pengertian Anak 

 

Beberapa pengertian mengenai anak menurut peraturan perundang-undangan di 

Indonesia yang mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak yang antara 

lain sebagai berikut: 

                                                 
25

  Ibid,  hlm. 38 
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a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 

Pasal 287 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa usia yang dikategorikan sebagai 

anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun. 

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 

Pasal 1 angka (2) menyatakan anak adalah seorang yang belum mencapai batas 

usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin 

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 

Pasal 1 angka (1) menyatakan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal 

telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan 

belas) tahun dan belum pernah kawin 

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Pasal angka (5) menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di 

bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih 

dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya 

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  

Pasal 1 angka (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

 

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan YME, yang senantiasa harus 

dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia 

yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi 

manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. 

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan 

generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan 
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hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan 

diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. 

 

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak  

 

 

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan 

hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara 

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).  

 

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi 

darurat, anak yang melakukan tindak pidana, anak dari kelompok minoritas dan 

terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang 

diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, 

psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, 

perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang 

menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.  

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan 

bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara 

merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi 

terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan itu harus berkelanjutan dan terarah 

guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual 

maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik 

bagi anak sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme 



 

 

24 

yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga 

kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.  

 

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin 

dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari 

konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban 

memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:  

1) Nondiskriminasi;  

2) Kepentingan yang terbaik bagi anak;  

3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;  

4) Penghargaan terhadap pendapat anak.  

 

Upaya pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, memerlukan peran 

masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga 

swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, 

media massa, atau lembaga pendidikan.  

 

Hak-hak anak di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut: 

(a) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi 

secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). 

(b) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 

kewarganegaraan (Pasal 5). 



 

 

25 

(c) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan 

berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan 

orang tua (Pasal 6). 

(d) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh 

orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat 

menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak 

tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh 

orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

(Pasal 7 Ayat (1) dan (2).  

(e) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai 

dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).  

(f) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan 

bakatnya. Khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh 

pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga 

berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 Ayat (1) dan (2).  

(g) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, 

dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi 

pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 

10). 

(h) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul 

dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan 

minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).  
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(i) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan 

sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).  

(j) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun 

yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari 

perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, 

kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah 

lainnya. Setiap orang yang melakukan segala bentuk perlakuan itu dikenakan 

pemberatan hukuman (Pasal 13 Ayat (1) dan (2).  

(k) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada 

alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu 

adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan 

terakhir (Pasal 14).  

(l) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam 

kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan 

sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan 

pelibatan dalam peperangan (Pasal 15). 

(m) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, 

penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak 

untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, 

atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum 

yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16 Ayat 

(1), (2) dan (3).  

(n) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan 

secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; 
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memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap 

tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan 

di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang 

tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan 

seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 Ayat 

(1) dan (2).  

(o) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan 

bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).  

 

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan 

perwujudan dari pemenuhan hak-hak anak dalam konteks sistem peradilan pidana 

anak. Hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini adalah sebagai 

berikut; sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan 

terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan), hak untuk yang 

dilayani kerena penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku 

sosial; hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan 

dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi dari bentuk-

bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan. 

 

Hak-hak anak dalam proses penuntutan, meliputi sebagai berikut: menetapkan masa 

tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan, membuat dakwaan yang 

dimengerti anak, secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan, melaksanakan 

ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan 

rehabilitasi. Hak-hak anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan sebagai berikut; hak 

untuk mendapatkan keringanan masa/ waktu penahanan, hakuntuk mengganti status 
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penahanan dari penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) menjadi tahanan rumah 

atau tahanan kota, hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, 

penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara, hak untuk mendapatkan fasilitas 

dalam rangka pemerisaan dan penuntutan, hak untuk didampingi oleh penasehat 

hukum.  

 

Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah; hak untuk memperoleh 

pemberitahuan datang kesidang pengadilan (Pasal 145 KUHAP), hak untuk 

menerima surat penggilan guna menghadiri sidang pengadilan (Pasal 146 ayat (1) 

KUHAP), hak untuk memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 hurub b KUHAP), 

hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal 177, Pasal 165 

ayat (4) KUHAP), hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi (Pasal 65 dan 

Pasal 165 ayat (4) KUHAP). 

 

C. Keadilan Restoratif dan Diversi 

 

 

1. Keadilan Restoratif 

 

 

Konsep keadilan restoratif (restorative justice) merupakan paradigma baru dalam 

penegakan hukum pidana, meskipun sebenarnya konsep tersebut sudah lama 

berkembang dan dipraktikkan dalam penyelesaian perkara pidana di beberapa negara 

yang menganut common law system. Sebagai suatu filosofi pemidanaan, maka 

restorative justice dalam implementasinya membutuhkan suatu konsep yang 

memiliki legitimasi dalam aplikasinya, sebagai wujud aktualisasi dari filosofi 

tersebut maka konsep tersebut harus dituangkan dalam peraturan perundang-

undangan. Perubahan dan dinamika masyarakat yang teramat kompleks di satu sisi 
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sedangkan di sisi lainnya terhadap regulasi pembuatan peraturan perundang-

undangan sebagai kebijakan legislasi yang bersifat parsial ternyata sifat publik dari 

hukum pidana bergeser sifatnya karena relatif juga memasuki ranah privat dengan 

dikenal dan dipraktekan mediasi penal sebagai sebuah bentuk penyelesaian perkara 

di luar pengadilan.
 26

 

 

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. 

Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang 

benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu 

tidak merugikan seseorang dan perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang 

menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil
27

     

 

Pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum 

ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa 

lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, 

kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya 

faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku 

dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.  

 

Hakim mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat 

keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif-

prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim 

bukan lagi sekedar pelaksana  undang-undang. Artinya, hakim dituntut untuk 

memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif 
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undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui 

putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan 

memberikan keadilan formal
28

     

 

Keadilan restoratif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan 

hukum restoratif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak 

berpengaruh pada hak-hak restoratif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara 

formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya 

melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja 

dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat 

menoleransi pelanggaran procedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). 

Dengan kata lain, keadilan restoratif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan 

bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan restoratif berarti hakim bisa 

mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap 

berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa 

keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum   

 

Putusan perkara pidana mengenal kesenjangan dalam penjatuhan pidana yang lebih 

dikenal dengan disparitas. Disparitas adalah penerapan pidana (disparity of 

sentencing) yang tidak sama (same offence) atau terhadap tindak pidana yang sifat 

berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas. Disparitas 

pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (societal justice), secara 

yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum, meskipun 
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demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya 

harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.
 29

 

 

Disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap 

tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang 

dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan 

bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangat 

menentukan. Disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu: 

1) Disparitas antara tindak pidana yang sama  

2) Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama  

3) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim  

4) Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk 

tindak pidana yang sama
30

    

 

Sesuai dengan pendapat di atas maka dapat diketahui adanya wadah dimana 

disparitas tumbuh dan menyejarah dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas 

tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat 

keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis 

hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Tentu 

saja kenyataan mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini menimbulkan 

inkonsistensi di lingkungan peradilan. 
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Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya 

pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pedoman pemberian 

pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaan setelah terbukti 

bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.
31

     

 

Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal 

hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan 

hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa 

pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Pendapat sudarto ini 

dibenarkan pula oleh Muladi, karena masalahnya bukan menghilangkan disparitas 

secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional. 

 

Untuk menghilangkan adanya perasaan-perasaan tidak puas terhadap putusan hakim 

pidana yang pidananya berbeda sangat menyolok untuk pelanggaran hukum yang 

sama, maka dirasa perlu untuk mengadakan usaha-usaha agar terdapat penghukuman 

yang tepat dan serasi. Akan tetapi uniformitas mutlak bukanlah yang dimaksudkan, 

oleh karena bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim, yang perlu hanyalah 

keserasian pemidanaan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan 

pembangunan bangsa dengan mempertimbangkan rasa keadilan si terhukum. Untuk 

keserasian ini diperlukan suatu pedoman/indikator dalam bentuk yang dinamakan 

checking points yang disusun setelah mengadakan simposium atau seminar, baik 

yang bersifat regional maupun nasional dengan mengikutsertakan ahli-ahli yang 

disebut behavior scientist.”(Istilah uniformitas pemidanaan ini dirasa dapat 
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menimbulkan pengertian yang kurang sesuai dan oleh karenanya kata ketetapan dan 

keserasian pemidanaan lebih dipergunakan).      

 

Hal lain yang dapat menimbulkan disparitas pidana adalah ketidakadaan patokan 

pemidanaan dalam perundang-undangan kita maupun dalam praktek di pengadilan. 

Tanpa pedoman yang memadai dalam undang-undang hukum pidana dikhawatirkan 

masalah disparitas pidana dikemudian hari akan menjadi lebih parah dibandingkan 

dengan saat ini. Dengan tidak adanya pedoman dalam hukum pidana, 

keanekaragaman pidana akan terjadi walaupun hakim-hakim akan melaksanakan 

tugas pemidanaan dengan penuh tanggung jawab dan secermat mungkin. Maksud 

patokan pemidanaan adalah pidana rata-rata yang dijatuhkan hakim dalam wilayah 

pengadilan tertentu. Dengan demikian pidana yang terlalu ekstrim, terlalu berat, atau 

terlalu ringan dapat dibatasi. Patokan ini tidak bersifat mutlak. Setiap majelis hakim 

bebas untuk menyimpang dari patokan tersebut, asalkan memberikan pertimbangan 

yang cukup dalam putusannya.
 32

    

 

2. Diversi 

 

 

Penyelesaian perkara anak yang melakukan tindak pidana tidak harus dilaksanakan 

dengan pemidanaan, tetapi diupayakan melalui cara lain yang berorientasi pada 

pembinaan terhadap anak, sehingga mereka menyadari kesalahannya dan tidak akan 

mengulangi tindak pidana di masa yang akan datang. 

  

Diversi menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa diversi adalah pengalihan 
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penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan 

pidana. 

 

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa diversi 

bertujuan:  

a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak  

b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan  

c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan  

d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi  

e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak 

 

 

Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan 

bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di 

pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Pasal 7 Ayat (2) menyebutkan bahwa 

diversi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana 

yang dilakukan: a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan 

bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 

Tujuan diversi dalam sistem peradilan pidana adalah untuk semakin efektifnya 

perlindungan anak demi terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu (integrated 

criminal justice system) atau juga bisa jadi pemunduran terhadap nilai-nilai yang 

telah ada sebelumnya. Pemberlakuan kedua undang-undang tersebut merupakan 

upaya untuk memenuhi berbagai hak anak yang bermasalah dengan hukum. 
33

 

Diversi pada dasarnya merupakan pelaksanaan penyelesaian perkara di luar 

peradilan atau Alternative Dispute Resolution (ADR) pada dasarnya menekankan 

penyelesaian-penyelesaian sengketa secara konsensus yang sudah lama dilakukan 
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oleh masyarakat, yang intinya menekankan pada upaya musyawarah mufakat, 

kekeluargaan, perdamaian dan sebagainya. ADR mempunyai daya tarik khusus di 

Indonesia karena keserasiannya dengan sistem sosial budaya tradisional berdasarkan 

musyawarah mufakat. 

 

George Applebey dalam An Overview of Alternative Dispute Resolution berpendapat 

bahwa ADR merupakan suatu eksperimen untuk mencari model-model: 

1) Model-model baru dalam penyelesaian sengketa  

2) Penerapan-penerapan baru terhadap metode-metode lama  

3) Forum-forum baru bagi penyelesaian sengketa  

4) Penekanan yang berbeda dalam pendidikan hukum.
34

 

 

Philip D. Bostwick menyatakan bahwa ADR merupakan serangkaian praktek dan 

teknik-teknik hukum yang ditujukan untuk: 

1) Memungkinkan sengketa-sengketa hukum diselesaiakan diluar pengadilan untuk 

keuntungan atau kebaikan para pihak yang bersengketa  

2) Mengurangi biaya atau keterlambatan kalau sengketa tersebut diselesaikan 

melalui litigasi konvensional  

3) Mencegah agar sengketa-sengketa hukum tidak di bawa ke pengadilan
35

  

 

Berdasarkan konsep tersebut maka dapat dinyatakan bahwa ADR merupakan 

kehendak sukarela dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan 

sengketa mereka di luar pengadilan, dalam arti diluar mekanisme ajudikasi standar 

konvensional. Oleh karena itu, meskipun masih berada dalam lingkup atau sangat 
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erat dengan pengadilan, tetapi menggunakan prosedur ajudikasi non standar, 

mekanisme tersebut masih merupakan ADR.  

 

ADR dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia pada dasarnya telah 

diakui sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 butir (10) Undang-Undang Nomor 30 

tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang 

menyatakan bahwa ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat 

melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar 

pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian 

ahli.  

 

ADR dapat diartikan sebagai alternative to litigation atau alternative to 

adjudication. Alternative to litigation berarti semua mekanisme penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan, sehingga dalam hal ini arbitrase termasuk bagian dari 

ADR. Sedangkan Alternative to adjudication berarti mekanisme penyelesaian 

sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif, tidak melalui prosedur pengajuan 

gugatan kepada pihak ke tiga yang berwenang mengambil keputusan. Termasuk 

bagian dari ADR adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli, 

sedangkan arbitrase bukan termasuk ADR. Tujuan yang dikehendaki pihak-pihak 

yang bersengketa melalui mekanisme ADR adalah win win solution atau mutual 

acceptable solution.
36

  

 

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme di luar peradilan saat ini semakin 

lazim dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu 

menjangkau rasa keadilan, walaupun para praktisi dan ahli hukum berpandangan 
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bahwa ADR hanya dapat diterapkan dalam perkara perdata, bukan untuk 

menyelesaikan perkara pidana karena pada asasnya perkara pidana tidak dapat 

diselesaikan melalui mekanisme di luar peradilan. Penyelesaian perkara pidana 

dalam restorative justice dapat dicontohkan dalam bentuk mediasi penal, karena 

dampak yang ditimbulkan dalam mediasi penal sangat signifikan dalam proses 

penegakan, walaupun mungkin menyimpang dari procedur legal system. 

Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi tidak dapat dilepaskan dari cita hukum 

yang didasarkan pada landasan filsafat hukum yaitu keadilan (law is justice), dan 

asas hukum proses penyelesaian perkara yang mengacu pada sumber hukum tertulis 

dan sumber hukum tidak tertulis. Perumusan kaidah hukum untuk penyelesaian 

perkara pidana dilakukan melalui mediasi yang diderivasi dari cita hukum dan asas 

hukum. Oleh karena itu pola mediasi yang diterapkan harus mengacu pada nilai-nilai 

keadilan, nilai kepastian hukum dan kemanfaatan. Sedangkan norma hukum yang 

diterapkan harus mempertimbangkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. 
37

 

Beberapa kategorisasi sebagai tolok ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang 

dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi penal adalah sebagai berikut: 

a. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan 

yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif. 

b. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman 

pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP). 

c. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan 

“kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda. 
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d. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum 

administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium. 

e. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan 

aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi. 

f. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke 

pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang 

dimilikinya. 

g. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum 

pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat. 
38

 

 

Eksistensi ADR dapat dikaji dari perspektif filosofis, sosiologis dan yuridis. Pada 

perspektif filosofis, maka eksistensi mediasi penal mengandung asas diterapkannya 

solusi “menang-menang” (win-win) dan bukan berakhir dengan situasi “kalah-kalah” 

(lost-lost) atau “menang-kalah” (win-lost) sebagaimana ingin dicapai oleh peradilan 

dengan pencapaian keadilan formal melalui proses hukum litigatif (law enforcement 

process).  

 

Melalui proses mediasi penal maka diperoleh puncak keadilan tertinggi karena 

terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu 

antara pihak pelaku dan korban. Pihak korban maupun pelaku diharapkan dapat 

mencari dan mencapai solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara 

tersebut. Implikasi dari pencapaian ini maka pihak pelaku dan korban dapat 

mengajukan kompensasi yang ditawarkan, disepakati dan dirundingkan antar mereka 

bersama sehingga solusi yang dicapai bersifat “menang-menang” (win-win). Selain 
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itu, melalui mediasi penal ini akan mempunyai implikasi bersifat positif dimana 

secara filosofis dicapainya peradilan dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya 

ringan karena pihak yang terlibat relatif lebih sedikit dibandingkan melalui proses 

peradilan dengan komponen Sistem Peradilan Pidana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


